IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

KEPUSTAKAAN

Anonim, Tanpa Tahun, Himpunan peraturan Perundang-undangan di
Bidang Kehutanan Indonesia. Buku I szampail dengan Buku
VIIT Yaya=zan Bina Raharja Direktorat Jenderal Kehu-
tanan Jakarta.

Abdoel Gani. Penegakan Hukum, Beberapa Masalahnya, Diskusi
Mengenai Masalah Penegakan Hukum di Lingkungan Kotama-
dya Surabaya, Fak.Hukum "UHAIR", 1981.

Annual Review of United Nations Affairs, 1971 - 1972.

Askin, Moh, Sanksi Pidana Dalam Hubungan Dengan Perlindungan
Lingkungan Kelautan, MAKALAH, Seminar Hasional, EBEan-
dung, 1591,

Bothe, Michael, Trends in Environmental Policy and Law, Erich
Schmidt Verlag, Berlin, 1980.

Hamzah, Amir. Keblijaksanaan dan Operasionalisasi Pembangunan
Kehutanan di Daerah, Makalah, disampaikan pada Seminar
Nasional Hukum Kehutanan, Fakultas Hukum UNHAS, 1993.

Hadjon, Philipus M, Pemerintahan Menurut [FHHukum, Yuridika,
Surabaya, 1993,

, Perlindungan Hukum Dalam Negara Hukum Pancasila,
Makalah, Lustrum UNAIR, 1884.

, et al., Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Intro-
duction ton the Indonesian Administrative Law) Gajah

Mada University Press, Yogyakarta, 1894, Cet. Ketiga.
Hardjasoemantri, Koesnadi, Hukum Perlindungan Lingkungan
Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan FEkosistimnya,

edisi Pertama Gajah Mz ia University Press, 1991.

, Hukum Tata Lingkungan. Gadjah Mada University Press,
Jogyakarta, Edisi Keernam, 1994.

Hamid S. Attamimi, A, Peranan Keputusan Presiden Dalam Penye-
lenggaraan Pemerintahan Negara, Disertasi, UI, 1980.

TESIS PERATURAN PERLINDUNGAN HUTAN ... HAMZA BAHARUDDIN




IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

Indroharto, Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan
Tata Usaha Negara, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta,
1981.

Lynch, J. Owen, Strategi Pembangunan Kehutanan Dengan Melibat-
kan Penduduk Lokal, Serial ANDAL, Nm.12, 1992.

Mubyvarto, et al, Desa dan Perhutanan Sosial, Aditya Media,
1992.

Marmosujono. Sukarton, Penegakan Hukum di Negara Pancasila,
Pustaka Rartini, Jakarta, 1889.

Rangkuti, Siti GSundari, Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan :
Lingkungan Dalam Proses Pembangunan IHHukum Nasional
Tndonesia., Airlangga (lniverzity Prezss. 1287.

, Inovasi Hukum Lingkungan: Dari Ius Contitutum Ke Ius
Constituendum, FPidato FPengukuhan, Airlangga University
Press, 1991.

, Efektifitas UULH Dalam Mencegah dan Menanggulangi
Pencemaran Lingkungan, MAKALAH, Lustrum UNAIR, 1993.

. Kesamaan Persepsi Terhadap Penegakan Hukum Lingkungan,
Pidato Ilmiah Pada Acara Wisuda sarjana IX Universitas
Dr.Scetomo, 20 Februari 1283, Panitian Wisuda Sarjana
IX Unitomo, 1993.

. Penegakan Hukum [ingkungan Administratif (Administra-
tive Envirmnmental Law Enfeorcement), Penataran Nasion-
al Hukum Lingkungan. (Eks) Kerjasama Hukum Indonesia-
Belanda, Fakultas Hukum UNAIR, BSurabayva, 1985.

Setyvarso., Aguzs, et al, Kerangka Sistem Kehutanan Indonesia
Dalam Pembangunan Jangka Panjang Tahap Kedua, Fak.
Kehutanan UGM, Yogyakarta, 13993, .

Saryono, H, FEkonomi Kehutanan Tndonesia, CV.Yasa Guna, Cet,
Kedua. 198284,

Salim, Emil, Pembangunan Berwawasan Lingkungan Hidup, LP3ES,
Cet, Kedua Jakarta, 1938. '

Sigler, A. Yay. and Benyamin R. Beeds, The Legal Sources of
Public Policy, D.C. Heath and Company, 1877.

-
4

TESIS PERATURAN PERLINDUNGAN HUTAN ... - HAMZA BAHARUDDIN




IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

Soeroso, R, Hukum Kehutanan Sebagai Penegak Kksistensi Hutan
dan Kehutanan Serta Penyelamatan Pembangunan Nasional
Secara Lestari, MAKALAH, Kongres Kehutanan Indonesia,
22-25 Qktober, Jakarta, 1990.

Soetrisno, Loekman, Problematika Sosial Masyarakat Sekitar
Hutan di Indonesia dan Etika Pemanfaatan Sumber Daya
Hutan, Makalah, Pada Prosiding Lokakarya, Kerjasama

Fak. Kehutanan UGM dan Departemen Kehutanan, Pebruari
1993.

Soekanto, Soerjono, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan
Hukum, Rajawali, Jakarta, 1988.

, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauvan Singkat,
Pen. CV, Rajawali, Jakarta, 19886.

Sumardy. et al, Norma-norma Kelestarian Pengelolaan Sumber
Paya Hutan, Fakultas Kehutanan UGM, 19393.

Sudrajat, Strategi Pelita VI Kehutanan Daerah Propinsi Sulawe-
si Selatan, Materi Rapat Kerja Terpadu, Kantor Wila-
vah Departemen Kehutanan, Sul-Sel, Ujung Pandang 14-16
Mei, 1994,

Schaffmeister. D', Kekhawatiran Masa Kini (pemikiran Mengenai
Hukum Pidana Lingkungan Dalam Teori & Praktek), Pen.
PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, =t.Pertama, 1994.

Spelt N. M dan J.B.J.M. ten Berge (Disunting oleh Philipus
M.Hadjon), Pengantar Hukum Perizinan, Yuridika. Sura-
baya, 1993.

Situmorang, Viktor. Dasar-Dasar Hukum Administrasi Negara,
Bina Aksara, Jakarta, 1989.

Vago, Steven, Law and Society. Prentice-Hall Inc. New Jersey,
1981.

Wijoyo, Suparte, Karakteristik Hukum Acara Peradllan Adminis-
trasi (Suatu Studi Terhadap Undang-undang Nomor 5
Tahun 1986), Teszsis, Frogram Pascasarjana Program Studi
Tlmu Hukum, UUHAIR, Zurabaya, 19895.

------ , Hukum Konservasi Sumber Daya Alam (Nature Conservation
Law)}, Makalah disampaikan pada Fenataran Hukum Admin-
istraszi dan Hukum Lingkungan vyang diselenggarakan
dalam rangksa (Eks) Kerjasama Hukum Indonesia - BEelan-
da, Fakultas Hukum UIIAIE. Surabaya, 1296.

TESIS PERATURAN PERLINDUNGAN HUTAN ... HAMZA BAHARUDDIN




IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Uﬁdang—undang Ne.5 Tahun 1987 tentang Ketentuan-ketentuan
Pokok Kehutanan.

Undang-undang No.4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan
Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Pemerintahan No.21 Tahun 1270 tentang Hak Pengusa-
haan Hutan dan Hak Pemungutan Hasil Hutan.

Peraturan Pemerintah HNe.33 Tahun 1970 tentang Perencanaan
Hutan.

Peraturan Pemerintah Neo. 28 tahun 1385 tentang Perlin-
dungan Hutan.

Keputusan Menteri Kehutanan No.492/Kpts-11,1382 tentang Sanksi
Atas Pelanggaran di Bidang Eksploitasi Hutan.

, No.BR2/KPTS-11,1993 tentang Ferubahan Keputusan Men-
teri Kehutanan Ne.493/Kpts-I1/1389 tentang Sanksi Atas
Pelanggaran di Bidang Ekzploitazi Hutan. :

, No. 393/KPTS5-11,1994 tentang Perubahan Keputusan
Menteri EKehutanan Ho.43233/Kpts-I11.1389 tentang Sanksi
Atas Pelanggaran di Bidang Eksploitasi Hutan.

. No.494,/Kptas-I11,/1989 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi
Pelanggaran di Bidang Eksploitazi Hutan dan Pencabu-
tan Hak Pengusahaan Hutan.

Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Zulawesi Selatan
No. 2 Tahun 198%2 tentang Pencegahan dan Pemadaman
Kebakaran Hutan, Pengembalaan Ternak Dalam Hutan
Negara dan Pemungutan Hasil Hutan.

MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA

SURABAYA

TESIS PERATURAN PERLINDUNGAN HUTAN ... HAMZA BAHARUDDIN




